SALINAN

LEMEARAN DAERAH
KABUPATEN BALANGAN

NOMOR 1 TAHUN 2012

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 1 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUEAN DESA AJUNG DAN DESA KAMBIVAIN
DI KECAMATAN TEBING TINGGI SERTA DESA PADANG RAYA, DESA
SUMBER AGUNG DAN DESA MAMIGANG DI KECAMATAN HALONG
KABUPATEN BALANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BALANGAN,

Menimbang ; a. bahwa untuk memacu pembangunan di Kabupaten
Balangan khususnya pada sektor perdesaan serta
adanya aspirasi masyarakat yang berkembang,
pemerintah daerah periu meningkatkan
penyelenggaraan pemerintahan, pelavanan kepada
masyarakat dan pelaksanaan pembangunan untuk
mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah;

b. bahwa dengan memperhatikan pada perkembangan
kemampuan ekonomi, potensi daerah, kondisi sosial
budaya, kondisi sosial politik, jumlah penduduk, luas
daerah dan pertimbangan lainnya dipandang periu
membentuk Desa Ajung dan Desa Kambiyain di
Kecamatan Tebing Tinggl serta Desa Padang Raya, Desa
Sumber Agung dan Desa Mamigang Di Kecamatan
Halong Kabupaten Balangan;

c. bahwa untuk memperpendek rentang kendali,
memperlancar  pelaksanaan tagas di bidang
Pemerintahan Desa dan pembangunan  guna
meningkatkan  pelayanan  terhadap masyarakat
pemerintah daerah berwenang untuk membentuk desa-
desa baru berdasarkan usulan dari warganya dan
pemenuhan persyaratan-persyaratan secara Undang-
Undang;
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. bahwa berkenaan dengan maksud pada huruf a, b dan

huruf ¢ perlu membentuk Peraturan Daerah tentang
Pembentukan Desa Ajung dan Desa Kambiyain di
Kecamatan Tebing Tinggl serta Desa Padang Raya, Desa
Sumber Agung dan Desa Mamigang di Kecamatan
Halong Kabupaten Balangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun
2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu
dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4263);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844):

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun

2004 tentang Perimbangan  Keuangan  Antara
Pemerintah Pusat dan Pemenntahan Derah [(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor B8
Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomeor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4262);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72
Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
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10.

11.

12.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38
Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4737);

Peraturan Mentern Dalam WNegeri Republik Indonesia
Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan
Penepasan Batas Desa;

Peraturan Menternn Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 694)

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 05 Tahun
2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2007 Nomor 05,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan
Nomor 29);

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 09 Tahun
2007 tentang Pembentukan, Penghapusan dan
Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Balangan Tahun 2007 Nomor 09, Tambahan Lembaran
Daerah kabupaten Balangan Nomor 33);

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun
2008 tentang Urusan Pemernntahan yang Menjadi
Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Balangan
(Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008
Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Balangan Nomor 43);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN

dan

BEUPATI BALANGAN




MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN

TENTANG PEMBENTUKAN DESA AJUNG DAN DESA
KAMBIYAIN DI KECAMATAN TEBING TINGGI SERTA
DESA PADANG RAYA, DESA SUMBER AGUNG DAN
DESA MAMIGANG DI KECAMATAN HALONG
KABUPATEN BALANGAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2,

3.
4,

e

Daerah adalah Kabupaten Balangan;

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Balangan;
Bupati adalah Bupati Balangan;

Desa adalah kesatuan masvarakat hukum yang memiliki batas-batas
wilayah yang berwewenang untuk mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adapt
istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD, adalah
lembaga vyang merupakan perwujudan  demokrasi  dalam
penyvelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan desa;

BAB Il
PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk :

a. Desa Ajung vang merupakan hasil dari pemekaran Desa Dayak
Pitap Kecamatan Tebing Tinggi;

b. Desa Kambiyain vang merupakan hasil dari pemekaran Desa
Dayak Pitap Kecamatan Tebing Tinggi;

¢. Desa Padang Raya vang merupakan hasil dari pemekaran Desa
Halong Kecamatan Halong;

d. Desa Sumber Agung vang merupakan hasil dari pemekaran Desa
Suryatama Kecamatan Halong,

e. Desa Mamigang yang merupakan hasil dari pemekaran Desa Uren
Kecamatan Halong;




(2) Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, ditetapkan di Desa yang

bersangkutan :

a, Desa Ajung sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g, ditetapkan di
Kecamatan Tebing Tingen,

b. Desa Kambiyain sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b,
ditetapkan di Kecamatan Tebing Tinggi;

c. Desa Padang Raya scbagaimana dimaksud ayat (1) huruf e,
ditetapkan di Kecamatan Halong;

d. Desa Sumber Agung sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d,
ditetapkan di Kecamatan Halong;

e. Desa Mamigang secbagaimana dimaksud ayat (1) huruf e
ditetapkan di Kecamatan Halong;

Pasal 3

(1) Dengan terbentuknya Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (1) huruf a dan b, maka menjadi Desa yang berada dalam wilayvah
Kecamatan Tebing Tingg:,

{2) Dengan terbentuknya Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (1) huruf ¢, d dan e, maka menjadi Desa yang berada dalam
wilayah Kecamatan Halong.

Paszal 4

(1) Jumlah Penduduk Desa Ajung pada saat dibentuk berjumlah 556
(Lima ratus lima puluh enam) jiwa, dengan jumlah Kepala Keluarga
sebanyak 163 (Seratus enam puluh tiga) Kepala Keluarga.

(2) Jumlah Penduduk Desa Kambiyain pada saat dibentuk berjumlah 299
(Dua ratus sembilan puluh sembilan) jiwa, dengan jumlah Kepala
Keluarga sebanyak 100 (Seratus) Kepala Keluarga.

(3) Jumlah Penduduk Desa Padang Raya pada saat dibentuk berjumlah
1,165 {Seribu seratus enam puluh lima) jiwa, dengan jumlah Kepala
Keluarga sebanyak 537 (Lima ratus tiga puluh tujuh) Kepala Keluarga.

(4} Jumlah Penduduk Desa Sumber Agung pada saat dibentuk berjumlah
849 [Delapan ratus empat puluh sembilan) jiwa, dengan jumlah
Kepala Keluarga sebanyak 268 (Dua ratus enam puluh delapan)
Kepala Keluarga.

{5) Jumlah Penduduk Desa Mamigang pada saat dibentuk berjumlah 809
(Delapan ratus sembilan) jiwa, dengan jumlah Kepala Keluarga
sebanvak 165 (Seratus enam puluh lima) Kepala Keluarga.




BAB III
LUAS DAN BATAS WILAYAH

Bagian Pertama
Luas Wilayah

Pasal 5

Peta luas wilayah Desa dan titik keordinat sebagaimana dimaksud Pasal
2 adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian vang tak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(1}

(2]

(3]

(4]

(3]

Bagian Kedua
Batas Desa

Pasal 6

Batas Desa Ajung Kecamatan Tebing Tinggi adalah sebagai berikut :

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Binuang Santang
Kecamatan Halong;

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Ivam Dayak Pitap;

c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kota Baru;

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Langkap;

Batas Desa Kambivain Kecamatan Tebing Tinggi adalah sebagai

beriloat :

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Auh;

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Hulu Sungai
Tengah;

c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Ivam Dayak Pitap;

d. Sehelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Batas Desa Padang Raya Kecamatan Halong adalah  sebagai
berikut :

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Halong;

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tabuan;

¢. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Mamantang;

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Binjai Punggal;

Batas Desa Sumber Agung Kecamatan Halong adalah sebagai
berikut ;

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Hauwai;

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Baruh Panyambaran

c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Hauwai;

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Suryatama;

Batas Desa Mamigang Kecamatan Halong adalah sebagai berikut :
a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Uren;
b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Marajai;




c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kota Baru;
d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Mauya;

BAB IV
KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN DESA

Bagian Pertama
Kedudukan

Pasal 7

(1) Desa Ajung dan Desa Kambiyain merupakan bagian dari wilayah yvang
tidak terpisahkan dari Kecamatan Tebing Tinggi.

(2] Desa Padang Raya, Desa Sumber Agung dan Desa Mamigang
merupakan bagian dari wilayah wvang tidak terpisahkan dari
Kecamatan Halong,

Bagian Kedua
Kewenangan Desa

Pasal 8

Desa yang dibentuk mempunyai tugas dan fungsi mencakup seluruh
kewenangan bidang Pemerintahan Desa sesual dengan peraturan
Perundang-undangan vang berlaku.

BABV
PEMERINTAHAN DESA

Pasal 9

{1} Peresmian Desa Ajung, Desa Kambiyain, Desa Padang Raya, Desa
Sumber Apung dan Desa Mamigang dilakukan oleh Bupati paling
lambat 2 (dua) bulan setelah peraturan daerah ini di undangkan.

{2) Dengan terbentuknva Desa Ajung dan Desa Kambivain di Kecamatan
Tebing Tinggl serta Desa Padang Raya, Desa Sumber Agung dan Desa
Mamigang di Kecamatan Halong Kabupaten Balangan, dalam hal
diperlukan Bupati dapat mengangkat penjabat sementara kepala
Desa Ajung dan Desa Kambivain, Desa Padang Raya, Desa Sumber
Agung dan Desa Mamigang berdasarkan usul Camat dengan masa
jabatan & (enam)} bulan dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali
masa jabatan apabila belum terpilih Kepala Desa definitif.




Paszal 10

(1) Bagi warga desa yang desanva telah diresmikan dan sah
keberadaannya secara peraturan perundang-undangan dalam jangka
waktu 2 (dua) bulan setelah diresmikan sudah harus membentuk
BPD sesuai dengan Kketentuan Peraturan Daerah tentang
Pembentukan BPD,

[2) Untuk memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa dipilih dan
disahkan seorang Kepala Desa, sesuai dengan Peraturan Daerah
tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan
dan Pemberhentian Kepala Desa, paling lambat 4 (empat) bulan
setelah dibentuknya BPD.

Pasal 11

Pelantikan Kepala Desa dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan
Daerah tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan,
Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa,

Pasal 12

(1) Untuk kelengkapan pemerintahan desa di Desa Ajung dan Desa
Kambivain, Desa Padang Rava, Desa Sumber Agung dan Desa
Mamigang, dimasing-masing desa dibentuk Perangkat Desa.

(2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
Sekretaris Desa ;

Kaur Pemerintahan ;

Kaur Pembangunan ;

Kaur Umum;

Kepala Padang dan;

Kepala Keamanan.

moRDOE

(3) Tugas dan fungsi dan kewenangan pemegang jabatan dalam susunan
organisasi pemerintah desa mengikuti ketentuan sebagaimana diatur
pada peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan peraturan
pelaksanaannya.

(4) Bagan Organisasi Pemerintahan Desa adalah sebagaimana terlampir
dan merupakan bagian vang tak terpisahkan dari Peraturan Daecrah
ini.




BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan pemerintahan desa dilaksanakan sesual dengan ketentuan
Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuangan Pemerintahan Desa.

BAB VIl
PEMEBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

Bupati dan Camat melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan
fasilitasi terhadap kinerja kepala desa beserta perangkatnya dan BPD
dalam melaksanakan tugas pemerintahan desa.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

(1} Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, sebelum dilakukan
pembangunan sarana dan prasarana di Desa, pusat pemerintahan
dan pelavanan kepada masyarakat dapat menggunakan sarana dan
prasarana yang ada di Desa.

(2) Pembangunan dan pemenuhan serta penggunaan sarana dan
prasarana Desa yang baru diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 16

(1) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Desa Bupati
dan/atau Camat sesuai dengan peraturan Perundang-undangan
menginvetarisir, mengatur dan melaksanakan penyerahan kepada
Desa vang baru dibentuk hal-hal sebagai berikut :

a. barang milik/kekayaan daerah yang berupa tanah, bangunan,
barang bergerak dan barang tidak bergerak yvang dimiliki, dikuasai,
dan/atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Desa;

b.dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperiukan oleh
Pemerintah Desa,

(2) Pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus
diselesaikan paling lambat dalam waktu 1 (satu} tahun terhitung
sejak peresmian desa dan pelantikan Kepala Desa.




PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 1 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA AJUNG DAN DESA KAMBIYAIN
DI KECAMATAN TEBING TINGGI SERTA DESA PADANG RAYA, DESA
SUMBER AGUNG DAN DESA MAMIGANG DI KECAMATAN HALONG
KABUPATEN BALANGAN

I. UMUM

Bahwa perkembangan jumlah penduduk merupakan salah satu
unsur dalam mengembangkan pemerintahan dan pembangunan
disamping luas wilayah dan potensi Desa. Dimana dengan semakin
meningkatnya jumlah penduduk maka kegiatan masyarakat dibidang
sosial ckonomi dan budaya ikut berkembang, schingga perlu diatur dan
ditata dalam suatu mekanisme pemerintahan yang permanen dan
bertanggungiawab  serta dapat mengendalikan jalannya roda
pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa dengan perkembangan jumlah penduduk dan
meningkatnya sosial ekonomi dan budaya masyarakat sangat diperlukan
suatu pelayanan yang prima, dengan kata lain diusahakan pemberian
pelayanan wang mudah, Cepat, murah dan terjanghkau, sehingga
masyarakat merasa benar-benar terlayani dengan baik.

Bahwa dengan pemikiran tersebut di atas, perlu dilakukan
pembentukan Desa yvang definitf sebagai jawaban untuk memberikan dan
mendekatkan pelayanan administrasi dan pemerintahan kepada
masyarakat.

Bahwa melihat luas wilayah Desa Dayak Pitap Kecamatan Tebing
Tinggi, dipandang perlu dilakukan pemekaran desa menjadi Desa Dayak
Pitap, Desa Ajung dan Desa Kambiyain,sedangkan Kecamatan Halong
Desa Halong menjadi Desa Halong dan Desa Padang Raya, Desa
Suryatama menjadi Desa Suryatama dan Desa Sumber Agung, Desa
Uren menjadi Desa Uren dan Desa Mamigang.

Bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan baik politis, sosiologis
maupun vuridis serta permintaan masyarakat setempat untuk dapat
disejajarkan dengan desa-desa yang lain maka pembentukan Desa Ajung,
Desa Kambiyain Kecamatan Tebing Tinggi dan Desa Padang Raya, Desa
Sumber Agung dan Desa Mamigang Kecamatan Halong, pembentukannya




perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dengan terbitnya Peraturan
Daerah ini, masyarakat juga telah melakukan kesepakatan mengenai
batas-batas desa untuk menghindari terjadinya perselisihan dikemudian
hari.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas
Pasal 2

Cukup Jelas
Pasal 3

Cukup Jelas
Pasal 4

Cukup Jelas
Pasal 5

Cukup Jelas
Pasal &

Cukup Jelas
Pasal 7

Cukup Jelas
Pasal 8

Cukup Jelas
Pasal 9

Cukup Jelas
Pasal 10

Cukup Jelas
Pasal 11

Cukup Jelas
Pasal 12

Cukup Jelas
Pasal 13

Cukup Jelas
Pasal 14

Cukup Jelas
Pasal 15

Cukup Jelas
Pasal 16

Cukup Jelas
Pasal 17

Cukup Jelas
Pasal 18

Cukup Jelas
Pasal 19

Cukup Jelas
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BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah inl sepanjang
mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan
Peraturan Bupati/Keputusan Bupati.
Pasal 18

Pada saat berlakunva Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan lain
mengatur hal yang sama dan bertentangan, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 30 Januari 2012




: FERATU™ "N DAERAW HANGPATEN BALANGAN
=1 TAHL

LAMPIRAN 1

HOMOE

a1z

30 Jaswe. . 3013

TARGGAL

e

KECAMATAM TEBIWG TINDG]
EABUPATEN AL AMIAN

PETA VILATAH DESA DAYAK

EETERANGAN

Forgal #as fihean Dralsas

B Hecarsinn

B s e

Bt e

i B Tabemgpe

Eurl Fls] rlnfl}

wiE
NINRT

i = P
im

# Il'l-;u':.rnrrﬂ.l.r

santang

Tehing

i
=

3 .
B .Ia
o
B
-, ]
e I
LF
o
o
e . o
; +
. r ., ) “"'-. g '-w.
FPEL v s : e A
AN L gy AN
LRI AR
rESPPPF IR PECELLECE LR LR LIS
AARAARARAAAAALT L AR AR RAAAR AR AR AR A AN
IR R PP RPFPPPP PR P TFRPPITFPPRTTEIPPREEETIEE
f-‘\'\r’\'\ﬁ'\\'\-"'l-\r\'\H\'\\\r‘\ﬁ‘\\-‘\i\'\ﬁ\r\\\\ﬁ\‘ﬂﬁﬁ\-‘\
B R R L)
}f-ﬁﬁffffaﬁ"‘ff‘ff‘#‘fff#ffi‘ff#ﬂ’ffffﬂff#ﬂff{f
A A AR A AL AR AL LA AR A AL AR RN
e e B et e A
RN RS MRV R,
FOEREREE P PP EPRPEPER IR EEEP,
ARANRAAAAAAA T AL AARAAR AR AN
R AR
o, e =,
TR RN
LR A F
oy P IPPPLe T
= L] .
§ 2 0 S SV :
P B A Epac i Stnaa e
I R ;
AN AR '
P ?ﬂ\-’\\r\-‘\"ﬁ 5, |
[ QAL L RLT L L 5
R NS :
: LR VNANANE AN s
2%

£
=
o

& = WA
\
o,

N,
AT
L ]

H. EEI‘TH EFFENDIE




AIANT AT HPAAS H

L |
‘NVD Livana ;
i X . ] — — L
TG EOT UDNO0 | e Unuobi |
FOBIGHLE = A MTETNIONATNR] Gy CETRIE S A
s 2e2c 8 | PRCICE = X AACACOLALATAcA) 7 e = X ]
: . E LA L LY
6'02£SGE 219vSyL6 (A .hﬁ#ﬁ#ﬁ#ﬁ#ﬂ#ﬁ#ﬁf h__|
b'BLISGE Y ﬂm..ul#“f“tﬁ!ﬁfﬁ#\#&
SOTEXININEN
. NERENINIINY,
; A AL LA A
\ESISININY
O
\PRZRININS
PIRISZRENS
LRENINININGS
0e99vip = - (IESSASATRIATATN 2 LSELYLE =
| SASORINRINGN L :
Nz fﬁlﬂlﬁ#ﬁ?ﬁfﬂfi! 0'PZEGPE
SIS
o e O D
O PG .._.‘.J_._-___
T e T SN
& aﬂﬁmﬁmﬁm\mﬁ
B = . P - !
,@hwmm”mw oty | fﬁtﬁ#ﬂﬂﬂ#ﬂ#%#mvn oB6undiol wg
6103 uTWOy am.i\ DIECBYLE = A o RCOANRTRNN A\
e fh###i#t#..#ﬁu#ﬂw nEBundipl g
/ ARV e
B PRGN o |
eens e / i gh ,..,ﬂnﬁfv#ﬂ#\#ﬁﬂ pis2petel = A
SSEE T i il = 3L I0GE RPN 11658 = X
e / R P, s,
o —| U By
- “ AR
T = , 92921646 !“Aﬁ#“#hﬁ : . cqén__m.ﬁ il
S T WLV | g2anicd = X inrﬂ#ﬂ#\#ﬁ ,_. L40g
T W LT R0y o1 -fﬁ#ﬁ#“#ﬂ
OMOTWH Y30 HWAYTIA Wi3d DEEDNZS{E = ﬁf“ ‘_.Mww_um__whm = A
I@. e B Ll Y avoose - gH
.1. S i

TTOT pEnuep Of = THOOHYL
oI TAHVL T HOWON
HYDHVIVE RALVAEEYH Hvaava NIVETED ¢ T NVHIRYT




“=ntuunuuhzum.

N\\

wSfopa; ueHey P
._l_.__.l_-_.-"_--“.H N e . . n._l.l_.
L S W =

Emna menrey G g e

Ilum
WSR3 TH i -

ey el WL el v
a7 el T e

ViYL VANNS VI HWAVTIA Yi3d

+

¥
4 Y

FeFclhin

TEEOeLLE

indoyy

£'290154

B FEIGELR
Cd L TICH

-,

Bl

b |

unAnd

~ .

o
SRR

3????

LAY
0
Ll L
= I~
o

&
]

7
R

Syt

B
SN SN
e

i
.
a4

#\H
vy

S,
e
A

f.:l" o
&
o

* &
;snm

%
PP

-

Ay
8
o

4
i

K

o
]
3
i,

/
JI!E'L
i,
PP
NN
P84
o
o w

£y

o

:ﬁﬁﬁ%ﬁa o

22328
F A
> -
by
I o,

b

RERREIR
.

3
%t
o

obbundjolug

>,

e

)
VASSIY
LR

-
=

\

]

1

unJoouaiund

(gl

‘BIESSLE =

0'LG2BFE

[

UOEAPSL6
QROZ8PE

=1L

> >

(L
-

MLl

CLOE HEnuE g &

ETOT
HYONVTIVE NSLVANHYH HVEAVA &

IHY¥L T+
LWL i

TYOONVL
HOWON
£ NYHIANW]




i e,
iy
e

o
N W
4§ T
-
]

2100 wTrna b

_ﬁ,ﬁ"'
z

AIONAAAT
‘HYD
&l ~oauSo d..; AT
W A gaed L o
-.. -.-. =

Il|-|III._-...|||.ll-l-...1.

CHEST'v

PH L2S'S

T

a dLEHE L

C1OE prenaeg oF @
ZT0E "MHVYL T

EVONYTIYVE RILVAIEVHE HVEIYd §

LVHE

TVIHINWL
HOWON
¥ HVHIINYD




LAMPIRAN 8 : PERATURAN DAERAH HABUPATEN BALANGAN
HOMOR : 1 TAHUN 2013
TANGOAL 1 20 Januoari 2012

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
PEMERINTAHAN DESA

BFPD ———| KEPALA DESA
SEKRETARIS DESA

KEPALA KEPALA

KERPALA KEPALA KEPALA

URUSAN URLISAM URUSAN

Ungur Wikayah
R
KETERANGAM :

-===== garis koordinasi
garnis kormando/hirarki




